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PUTUSAN

Nomor 1413/Pdt.G/2017 /PA.Ckr.
)\ j‘&)._«ﬁ
“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”
Pengadilan Agama Cikarang di Cikarang yang memeriksa dan
mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis
telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:
Parni binti Rakiyo, tempat tanggal lahir, Wonogiri, 25 Juli 1976, Umur 41
tahun, Agama Islam, Pendidikan Terakhir SLTP,
Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Bertempat Tinggal
di: Kampung Teleng, RT.002 RW.003, Desa Karangbaru,
Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi. Dalam
hal ini  memberikan kuasa kepada Rohmat,
S.Ag.SH.,MH., Lukman Hakim, S.H.l adalah Advokat/
Pengacara dan Konsultan Hukum pada Kantor Yayasan
Lembaga Bantuan Hukum Perselisihan Keluarga Dan
Perceraian. Yang beralamat di: samping kanan Masjid
Agung Nurul Hikmah Komplek Perkantoran Pemerintah
Kabupaten Bekasi, Desa Sukamahi, Kecamatan Cikarang
Pusat, Kabupaten Bekasi, berdasarkan surat kuasaa
khusus tanggal 17 April 2017 untuk selanjutnya disebut
Penggugat;
Melawan
Muslim bin M.Sarin, tempat tanggal lahir, Bekasi, 03 Mei 1973, Umur 44
tahun, Agama Islam, Pendidikan Terakhir SD, Pekerjaan
Wiraswasta, Bertempat tinggal di:. Kampung Teleng,
RT.002 RW.003, Desa Karangbaru, Kecamatan Cikarang
Utara, Kabupaten Bekasi yang sekarang tidak diketahui
alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik
Indonesia dan atau di Luar Negeri (Ghoib). Untuk

selanjutnya disebut Tergugat;
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Pengadilan agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti di Persidangan;
DUDUK PERKARA
Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya
tertanggal 20 Juli 2017 yang didaftarakan di Kepaniteraan Pengadilan
Agama Cikarang Nomor Register : 1413 /Pdt.G/2017/PA.Ckr. mengajukan hal-
hal sebagai berikut;

1. Bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada hari Senin
tanggal 27 Mei 1996 di hadapan Pejabat Kantor Urusan Agama
Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat
sebagaimana ternyata dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor:
253/191/V/1996 tertanggal 29 Maret 2017;

2. Bahwa selama Pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah berkumpul
bersama sebagaimana layaknya suami isteri di rumah kontrakan yang
beralamat di: Kampung Teleng, RT.002 RW.003, Desa Karangbaru,

Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi;

3. Bahwa pada mulanya Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan
harmonis layaknya suami istri serta melakukan hubungan layaknya suami
istri (ba’da dukhul) dan sudah dikaruniai dua orang anak yang bernama:

a. Gildha Viany (Perempuan), umur 19 tahun;

b. Nur Linda Ahviani (Perempuan), umur 14 tahun;

4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat
berjalan dengan baik dan harmonis, namun sejak bulan Januari 2014
keharmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi
permasalahan dan perselisihan yang terus menerus dengan penyebab

yaitu:
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a. Tergugat pernah ringan tangan (KDRT) dengan memukul
tubuh Penggugat ketika terjadi percekcokan;

b. Tergugat sudah tidak memberikan nafkah lahir dan bathin
dari tahun 2014 sampai dengan sekarang dan Tergugat juga tidak
membiayai untuk sekolah anaknya;

C. Tergugat sering keluar rumah tanpa pamit terlebih dahulu
kepada Penggugat;

5. Bahwa sejak tanggal 15 Juni 2014 Tergugat sebagai seorang suami
secara tidak bertanggung jawab telah pergi meninggalkan Penggugat dan
membiarkan Penggugat tanpa nafkah dan tanpa meninggalkan harta yang
dapat dijadikan jaminan hidup/ nafkah bagi Penggugat, dan selama itu
Tergugat tidak pulang dan tidak kirim kabar serta tidak diketahui alamatnya
yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia dan atau di Luar Negeri
yang sampai sekarang telah berjalan 3 tahun, sehingga menyebabkan
Penggugat hidup dalam ketidakpastian;

6. Bahwa selama ini Penggugat telah berusaha keras mencari Tergugat
guna menyelesaikan perceraian ini di Pengadilan Agama Cikarang, antara
lain kepada keluarga Tergugat, kepada teman-teman dekat Tergugat dan
ke tempat-tempat yang diduga kuat sebagai tempat yang biasa Tergugat

beraktifitas, akan tetapi tidak berhasil ditemukan;

7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat
sebagaimana digambarkan diatas, maka tujuan perkawinan untuk
membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah dan
Penggugat tidak sanggup lagi untuk tetap melanjutkan dan
mempertahankan rumah tangga dengan Tergugat, sehingga apabila tetap
dipertahankan hanya akan menimbulkan kemudharatan yang
berkepanjangan.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat mohon
kepada Ketua Pengadilan Agama Cikarang untuk berkenan menerima,

memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini sebagai berikut:
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PRIMAIR:
1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan Talak Satu Bain Shugro Tergugat (Muslim bin M.Sarin)
terhadap Penggugat (Parni binti Rakiyo);
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;
SUBSIDAIR:
Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya
(ex aequo et bono);
Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan
Penggugat hadir di persidangan, sedangkan pihak Tergugat tidak pernah
hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir di persidangan sebagai
wakil atau kuasanya, meskipun berdasarkan relaas panggilan Pengadilan
Agama Cikarang melalui Mas Media Kabupaten Bekasi yang dibacakan di
persidangan ternyata Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut
menurut hukum  namun tidak datang menghadap dipersidangan, maka
pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya pihak Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha untuk mendamaikan

dengan cara menasehati Penggugat agar rukun kembali dalam satu rumah
tangga dan mengurungkan niatnya untuk bercerai, akan tetapi usaha
tersebut tidak berhasil dan Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya
tersebut;

Menimbang, bahwa berhubung pihak Tergugat tidak pernah hadir di
persidangan sehingga perdamaian melalui prosedur mediasi sebagaimana
diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Rl Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat
dilaksanakan;

Menimbang, bahwa dalam sidang yang tertutup untuk umum
dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang terhadap isi dan maksudnya
tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan memberikan penjelasan

secukupnya di persidangan;
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Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, tidak dapat
didengarkan jawaban dari Tergugat karena tidak pernah hadir di persidangan;
Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat
telah menyerahkan alat bukti tertulis berupa :
1. Fotokopi  Kutipan akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat
Nomor 253/191/V/1996, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan agama
Kecamatan Cikarang Utara tanggal 29 Maret 2017 vyang telah diberi
materai secukupnya dan dinatzegel pejabat pos, setelah dicocokan dengan
aslinya oleh Majelis Hakim lalu diberi kode P-1;
2. Fotokopi Surat Keterangan ghaib Nomor 474.2/189/1V/2017 yang
dikeluarkan oleh Kantor desa Karang Baru, Kecamatan Cikarang Utara,
Kabupaten Bekasi tanggal 17 April 2017 yang telah diberi materai
secukupnya dan dinatzegel pejabat pos, setelah dicocokan dengan aslinya
oleh Majelis Hakim lalu diberi kode P-2;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis Penggugat juga menghadirkan
para saksi dipersidangan dan telah menerangkan di bawah sumpahnya yang
pada pokoknya sebagai berikut :

[. Jakar bin Eman, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta,

bertempat tinggal di Kampung Teleng Rt.002 Rw.003, Desa Karang Baru,

Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi;

- Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan
dengan Penggugat sebagai kakak sepupu Penggugat dan saksi juga
kenal dengan Tergugat ;

- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami istri
yang menikah pada tahun 1996 dan saksi hadir pada pernikahan
tersebut;

- Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat
terakhir berumah tangga di Kampung Teleng Rt.002 Rw.003, Desa
Karang Baru, Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi;

- Bahwa, saksi mengetahui selama berumah tangga Penggugat dan
Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri dan sudah
dikaruniai dua orang anak bernama Gilda Viany dan Nur Linda Ahviani;
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- Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan
Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan
Januari 2014 sudah tidak rukun lagi sering terjadi perselisihan dan
pertengkaran, saksi sering melihat langsung perselishan dan
pertengkaran tersebut dan saksi juga mengetahui dari pengaduan
Penggugat;

- Bahwa penyebab ketidak harmonisan rumah tangga Penggugat dengan
Tergugat karena Tergugat tidak bisa menafkahi Penggugat, Tergugat
jarang pulang, Tergugat kasar dan bahkan sampai melakaukan
pemukulan terhadap Penggugat;

- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah
sejak bulan Juni 2017, Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat
sampai sekarang tidak kembali dan tidak diketahui keberadaannya;

- bahwa se[engetahuan saksi pihak kelaurga sudah berusaha untuk
mencari Tergugat baik melalui ke,uarga maupun teman dekatnya namun
tidak berhasil;

- Bahwa saksi sudah pernah menasehati Penggugat dan Tergugat namun
tidak berhasil;

- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat
danTergugat karena Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

2. Asep Sumarna bin Karna, umur 48 tahun, agama Islam, Pekerjaan wira
swasta, bertempat tinggal di Kampung Taanah baru Rt.004 Rw.002,
Desa Karang Baru, Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi;

- Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan
dengan Penggugat sebagai teman Penggugat, dan saksi juga kenal
dengan Tergugat ;

- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami istri
yang menikah pada tahun 1996 dan saksi tidak hadir pada pernikahan
tersebut;

- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami istri
yang menikah pada tahun 1996 dan saksi hadir pada pernikahan
tersebut;
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- Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat
terakhir berumah tangga di Kampung Teleng Rt.002 Rw.003, Desa
Karang Baru, Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi;

- Bahwa, saksi mengetahui selama berumah tangga Penggugat dan
Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri dan sudah
dikaruniai dua orang anak bernama Gilda Viany dan Nur Linda Ahviani;

- Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan
Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan
Januari 2014 sudah tidak rukun lagi sering terjadi perselisihan dan
pertengkaran, saksi tidak melihat langsung perselishan dan
pertengkaran tersebut namun  saksi mengetahui dari pengaduan
Penggugat;

- Bahwa penyebab ketidak harmonisan rumah tangga Penggugat dengan
Tergugat karena Tergugat tidak bisa menafkahi Penggugat, Tergugat
jarang pulang, Tergugat kasar dan bahkan sampai melakaukan
pemukulan terhadap Penggugat;

- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat sudah pisah
rumah sejak bulan Juni 2017, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat
sampai sekarang tidak kembali dan tidak ada kabar beritanya;

- Bahwa keluarga Penggugat sudah berusaha untuk mencari Trgugat baik
melalui keluarga maupun teman dekatnya namun tidak berhasil

- Bahwa saksi sudah pernah menasehati Penggugat dan Tergugat namun
tidak berhasil,

- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat
danTergugat karena Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan dalam
kesimpulannya tidak ada lagi  bukti yang akan diajukan lagi dalam
persidangan ini dan tetap pada gugatannya serta memohon agar
Pengadilan Agama Cikarang menjatuhkan putusannya;

Menimbang, bahwa untuk meringkas putusan ini ditunjuk Berita Acara
Sidang yang merupakan hal-hal yang tak terpisahkan dari kesempurnaan
putusan ini;
PERTIMBANGAN HUKUM
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Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah
sebagaimana diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa ternyata berdasarkan pengakuan Penggugat
dan didukung oleh keterangan para saksi bahwa Penggugat beragama
Islam dan berkediaman di wilayah Kabupaten Bekasi, maka sesuai dengan
ketentuan pasal 49 ayat (1) dan (2), jo. pasal 73 ayat (1) Undang-undang
Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang
Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50
Tahun 2009, jo. Pasal 63 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo.
Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 132
ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, perkara ini merupakan kompetensi
Pengadilan Agama Cikarang;

Menimbang, bahwa ternyata berdasarkan pengakuan Penggugat
yang dibenarkan para saksi serta sesuai dengan bukti P. berupa buku
Kutipan akta Nikah haruslah dinyatakan Penggugat dan Tergugat adalah
pasangan suami isteri yang sah, maka masing-masing mempunyai hak untuk
mengajukan tuntutan dalam sengketa perkawinan dalam perkara ini yang
menjadi kompetensi absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Tergugat berdasarkan keterangan Penggugat dan
para saksi di persidangan sesuai dengan bukti P-2 bahwa Tergugat sudah
tidak diketahui keberadaannya diwilayah Republik Indonesia (ghaib)
berdasarkan Surat Keterangan Ghaib yang dikeluarkan oleh Desa Karang
Baru, Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut
melalaui Mas Media tertanggal 26 Juli 2017 dan tanggal 25 Agustus 2017
menurut hukum namun tidak datang menghadap di persidangan dan tidak
menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya oleh
karenanya dapat diputus secara Verstek;

Menimbang bahwa Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih
pendapat ahli figih dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz Il halaman 404 yang
berbunyi :

d 5> Y s g5 ams ols roluall plS> o wS1> Il (xE> oo
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Artinya : “Barang siapa dipanggil untuk menghadap Hakim Islam, kemudian
enggan menghadiri panggilan tersebut maka dia termasuk orang yang dholim
dan gugurlah haknya”;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim pada setiap kali persidangan telah
berusaha menasehati Penggugat untuk bersabar agar bisa membina rumah
tangga dengan rukun dan harmonis akan tetapi tidak berhasil maka
terpenuhilah Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 65
Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan
Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-
undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berhubung pihak Tergugat tidak pernah hadir di
persidangan, maka tidak dapat dilakukan upaya perdamaian melalui prosedur
mediasi sebagaimana di kehendaki Peraturan Mahkamah Agung Republik
Indonesia Nomor 1 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil pokok gugatan Penggugat
yang harus dibuktikan kebenarannya di persidangan sesuai dengan isi posita
gugatannya adalah bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan
Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan
pertengkaran secara terus menerus, sehingga tidak ada harapan lagi untuk
hidup rukun dalam rumah tangga mereka;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 76 ayat (1), Undang-
undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-
undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang
Nomor 50 Tahun 2009, jo Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9
Tahun 1975, Majelis Hakim perlu mendapatkan keterangan pihak keluarga
dan atau orang-orang yang dekat dengan suami isteri itu tentang adanya
perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam hal ini, Penggugat telah menghadirkan 2
(dua) saksi keluarga dan atau orang terdekat yaitu Jakar bin Eman dan Asep
sumarna bin Sumarna, menerangkan di bawah sumpahnya yang pada
pokoknya dapat disimpulkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat
sejak bulan Januari 2014 sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi sering

terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya karena Tergugat
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tidak bisa menafkahi Penggugat, Tergugat kasar dan bahkan sampai
melakukan pemukulan dan Tergugat jarang pulang, puncaknya bulan Januari
tahun 2014 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sampai sekarang tidak
kembali dan tidak mengirim kabar berita serta tidak diketahui keberadaannya,
pihak keluarga sudah berusaha mencari Tergugat baik melalui keluarga atau
teman dekatnya namun tidak berhasil ditemukan, pihak keluarga sudah
berusaha menasehati Penggugat namun tidak berhasil, yang mana
keterangan saksi-saksi tersebut bersesuaian, saling berkaitan, dan telah
menguatkan dalil-dalii gugatan Penggugat, sehingga Majelis Hakim
memandang dalil-dalii gugatan Penggugat telah terbukti dan dapat
menjadikannya sebagai fakta dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan tersebut diatas,
maka Majelis Hakim dapat menyimpulkan rumah tangga antara Penggugat
dengan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk dipertahankan lagi (onheel
baar tweespalt) sehingga rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah
(marriage breakdown), dan tujuan pernikahan untuk membina keluarga
sakinah, mawadah, warohmah sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-
undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan

sebagaimana dimaksudkan al Qur'an Surat ar Rum [30] ayat 21 yang berbunyi
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Artinya : “Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan
untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa
tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang.
Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi
kaum yang berfikir”, telah tidak terwujud,;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, ternyata unsur
alasan perceraian sebagaimana diatur Pasal 19 huruf (F) Peraturan
Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum
Islam telah terpenuhi, karenanya talak Tergugat terhadap Penggugat dapat
dijatuhkan;
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Menimbang, bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat telah
bergaul sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul), dan berdasarkan
catatan perubahan NTR dalam bukti P. berupa buku nikah antara Penggugat
dan Tergugat belum pernah bercerai, oleh karena itu talak Tergugat terhadap
Penggugat  yang akan dijatuhkan adalah talak yang kesatu, maka
berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2), huruf ¢, Kompilasi Hukum Islam,
talak yang dijatuhkan adalah talak satu bain sughra;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 84 ayat (1),
Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan
Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-
undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9
Tahun 1975, jo. Pasal 147 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam dan Surat Edaran
Mahkamah Agung Rl Nomor : 28/TUADA/AG/2002, tanggal 22 Oktober 2002,
jo. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 249K/AG/2010, tanggal 25
Juni 2010, maka Majelis Hakim perlu memerintahkan kepada Panitera
Pengadilan Agama Cikarang untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada
Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat
dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan
Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang telah
disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1), Undang-undang
Nomor : 7 Tahun 1989, jo. Pasal 90, Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006
dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka
biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan serta hukum
syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI
1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk
menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Muslim bin M. Sarin)
terhadap Penggugat (Parni binti Rakiyo);
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4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cikarang untuk mengirimkan
salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai
Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cikarang Utara
Kabupaten Bekasi untuk dicatat dalam register yang disediakan itu;

5. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp. 241. 000,-
(dua ratus empat gpuluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Agama Cikarang pada hari Senin tanggal 27 Nopember 2017
Masehi, bertepatan dengan tanggal 10 Rabi'ul Awal 1439 Hijriah, oleh kami,
Dra. Hj. Sahriyah, SH. M,Si, sebagai Hakim Ketua, lkin, S.Ag., dan Drs.
Sayuti, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu
juga dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis
didampingi para Hakim Anggota yang sama dibantu oleh Taufik Ahmad, SH.
sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat dan tanpa
hadirnya Tergugat;

Ketua Majlis
ttd

Dra., Hj. SAHRIYAH, SH, M.Si.

Hakim Anggota Hakim Anggota
ttd
ttd
IKIN, S.Ag. Drs. SAYUTI

Panitera Sidang
ttd

TAUFIK AHMAD, SH.,

Perincian biaya perkara Nomor : 1413/Pdt.G/2017/PA.Ckr.
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1. Pendaftaran Rp.
30.000,-

2. Biaya Proses Rp.
40.000,-

3. Biaya Panggilan Rp.
160.000,-

4. Redaksi Rp. 5.000,-
5. Materai Rp.  6.000,-
Jumlah Rp 241..000,-

(dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Catatan :
Salinan Putusan ini diberikan atas permintaan Penggugat pada tanggal

.......................... dan telah berkekuatan hukum tetap;

Untuk salinan yang sah dan sama bunyinya
Oleh Panitera,

H. Dede Supriadi, SH.,MH.
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